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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR 
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, 
SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG 
DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 

ABSTRAK :  - bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara di bidang 
keamanan siber, untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan, serta dalam rangka 
penyederhanaan sistem dan prosedur dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor 
barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, 
serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi 
keperluan pertahanan dan keamanan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, 
Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang 
yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); Permenkeu RI No. 
191/PMK.04/2016 (BN Tahun 2016 No. 1894); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan Pasal 3 diubah yaitu tentang Barang impor. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat 
(5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 6 diubah yaitu tentang pembebasan bea masuk atas impor barang. 
Ketentuan Pasal 8 dihapus. Ketentuan Pasal 9 diubah yaitu tentang permohonan pembebasan bea 
masuk atas impor barang. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah yaitu tentang persetujuan atau 
penolakan Direktur Jenderal atas nama Menteri. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 
(satu) pasal, yakni Pasal 14A yaitu tentang pelimpahan wewenang dari Menteri.  

Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea 
Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku 
Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang 
Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara diubah, sehingga menjadi 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal         
6 November 2019. 

  - Lampiran Halaman 13 – 25. 

 


